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ABSTRAC 

 

The halal tourism program created by Aceh Province is a regional advantage and 

uniqueness for developing tourism potential that is adapted to culture, religious 

values and customs. However, the development of halal tourism does not yet have 

a concrete plan, has not been able to increase the participation of all stakeholders 

and is in accordance with the development of regional and cultural potential so 

that the number of tourists coming to Aceh Province is still concentrated in certain 

areas, for example Sabang, Banda Aceh and North Aceh, while In other areas, 

tourist visits have not been carried out optimally. Thus, the aim of this study is to 

develop a strategy to accelerate the development of halal tourism based on Aceh's 

regional and cultural potential with the principles of moderation and development 

of MSMEs. The methodology used in this study is to use a qualitative approach and 

SWOT analysis. The results of the study are 1) the strategy for developing halal 

tourism is carried out by maximizing strengths as internal potential to minimize the 

threat of failure to implement the halal tourism program in Aceh Province, 2) the 

implementation of the strategy in developing halal tourism is to analyze and 

manage tourism including planning, organizing, implementing and evaluating ; 

increase community participation; identify Aceh's potential by creating a grand 

design and promoting halal tourism both through conventional and online methods. 

Conclusion: The development of halal tourism requires synergy and commitment 

from all sectors, namely political, economic, social, technological, environmental 

and regulatory.  

 

Key words: Halal Tourism, Strategy, Collaborative Governance, Community 

Participation, Regional Potential 

 

ABSTRAK 

 

Program wisata halal yang dibuat oleh Provinsi Aceh merupakan keunggulan dan 

keunikan daerah untuk melakukan pengembangan potensi wisata yang disesuaikan 
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dengan budaya, nilai-nilai agama dan adat istiadat. Namun, pengembangan wisata 

halal tersebut belum mempunyai perencanaan konkret, belum dapat meningkatkan 

partisipasi seluruh stakeholder dan sesuai pengembangan potensi daerah serta 

budaya sehingga jumlah wisatawan yang datang pada Provinsi Aceh masih 

terpusat pada daerah-daerah tertentu, misalnya Sabang, Banda Aceh dan Aceh 

Utara, sedangkan pada daerah lain kunjungan wisata belum dilakukan secara 

optimal. Dengan demikian tujuan dilakukan kajian ini adalah untuk 

mengembangkan strategi untuk melakukan akselerasi pengembangan wisata halal 

berbasis potensi daerah dan budaya Aceh dengan prinsip moderasi dan 

pengembangan UMKM. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis SWOT. Hasil kajian 

adalah 1) strategi pengembangan wisata halal dilakukan dengan memaksimalkan 

kekuatan sebagai potensi internal untuk meminimalisir ancaman kegagalan 

implementasi program wisata halal di Provinsi Aceh, 2) implementasi strategi 

dalam pengembangan wisata halal adalah membuat analisa dan pengelolaan 

wisata meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi; 

meningkatkan partisipasi masyarakat; melakukan identifikasi potensi Aceh dengan 

membuat grand desain dan melakukan promosi wisata halal baik melalui metode 

konvensional maupun online. Kesimpulan pengembangan wisata halal 

membutuhkan sinergi dan komitmen dari seluruh sektor yakni politik, ekonomi, 

sosial, teknologi, lingkungan dan regulasi.  

 

Kata Kunci: Wisata Halal, Strategi, Collaborative Governance, Peran Serta 

Masyarakat, Potensi Daerah. 

 

PENDAHULUAN 

Provinsi Aceh merupakan salah 

satu provinsi di Indonesia yang banyak 

mempunyai potensi wisata alam, wisata 

buatan dan wisata kuliner. Hal tersebut 

sebagaimana terdapat pada kajian 

Mulyati et al., (2018) bahwa Provinsi 

Aceh mempunyai banyak potensi yakni 

baik dalam bidang industri, sejarah 

budaya dan lainnya. Kajian yang 

dilakukan oleh Dwi & Liana (2018) 

bahwa Aceh mempunyai potensi alam 

dan potensi buatan yang tersebar di 

seluruh wilayah. Selain potensi tersebut 

di atas, terdapat pula potensi keunikan 

budaya, cita rasa kopi, atmosfer warung 

kopi, dan budaya Islami sehingga dapat 

membuat branding wisata halal (Saleh 

& Anisah, 2019). Dengan demikian, 

dapat diketahui bahwa potensi yang 

dimiliki oleh Aceh merupakan nilai 

tambah bagi masyarakat dan pemerintah 

yang dapat dimanfaatkan untuk 

kemakmuran masyarakat. 

Selain mempunyai potensi, 

Provinsi Aceh juga mempunyai budaya 

yang kental, khususnya budaya Islami 

yang dirasakan hampir pada seluruh 
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aktivitas kehidupan. Nilai-nilai budaya 

merupakan identitas budaya yang 

terbentuk melalui faktor kepercayaan, 

bahasa dan pola perilaku (Verulitasari & 

Cahyono, 2016). Adanya potensi dan 

budaya Aceh tersebut, maka 

menimbulkan minat wisatawan 

mancanegara untuk mengunjungi Aceh. 

Menurut jumlah wisatawan 

mancanegara yang mengunjungi Aceh 

pada Bulan Januari 2024 sebesar 2.389 

orang, angka Tingkat Penghunian 

Kamar (TPK) hotel berbintang di 

Provinsi Aceh pada Bulan Januari 2024 

mengalami penurunan 11,74 poin pada 

24,23% dibandingkan Bulan Desember 

2023. Jumlah wisatawan nusantara pada 

Bulan Desember 2023 berjumlah 

42.969 orang, sedangkan jumlah  

wisatawan nusantara pada Bulan 

November 2023 berjumlah 43.957 

orang (Badan Pusat Statistik Provinsi 

Aceh, 2024). Jumlah pengunjung 

wisatawan nusantara dari tahun 2018-

2022 terpusat pada daerah-daerah 

tertentu seperti halnya Sabang, Banda 

Aceh dan Aceh Utara sedangkan daerah 

lain mempunyai jumlah pengunjung 

wisatawan Nusantara dengan jumlah 

kecil, kondisi yang sama juga terjadi 

pada kunjungan wisatawan 

mancanegara yang mempunyai jumlah 

tertinggi pada daerah Sabang, 

sedangkan daerah lain sangat kecil 

(Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 

2023). 

Berdasarkan pada jumlah wisatawan 

mancanegara dan nusantara yang 

mengunjungi Aceh dengan angka yang 

fluktuatif, maka perlu dilakukan 

pengembangan wisata Aceh dengan 

berbasis potensi dan budaya Aceh 

sehingga jumlah wisatawan akan terus 

bertambah.  

Pengembangan wisata berbasis 

budaya dan potensi Aceh akan 

berdampak positif pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat karena 

terbukanya lapangan kerja baru dan 

potensi usaha baru seperti halnya Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

(Hanifah & Fitriyah, 2018).  Adanya 

keunggulan pengembangan wisata 

khususnya dalam hal ekonomis, maka 

pariwisata di Provinsi Aceh diatur 

dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 

2013 tentang Kepariwisataan dalam 

Pasal 3 Poin b yang menjelaskan bahwa 

penyelenggaraan kepariwisataan Aceh 

mempunyau tujuan untuk 

mengeksplorasi nilai sejarah dan 

budaya Aceh khususnya budaya Islami 

sebagai daya tarik wisata. Aceh juga 

mempunyai Qanun Nomor 8 Tahun 

2016 tentant Sistem Jaminan Produk 

Halal yakni aturan yang memberikan 

jaminan kehalalan semua produk yang 

beredar di Aceh. Adanya aturan 

mengenai kepariwisataan tersebut  

dijadikan sebagai keistimewaan Aceh 

dalam hal pengelolaan pariwisata.  

Untuk melakukan pengembangan 

wisata Aceh terdapat sejumlah kendala 

seperti halnya yag telah dibuktikan 

dalam beberapa kajian berikut. 

1. Minimnya pemahaman 

masyarakat mengenai 

pengembangan wisata khususnya 
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wisata halal yang dikembangkan 

di Aceh (Sulaeman & Afaza, 

2019). 

2. Kurangnya kualitas sumber daya 

manusia bagi aparatur yang 

melakukan pengelolaan wisata 

ketika dilakukan kajian atas 

pengembangan wisata halal 

ditinjau dari dimensi 

pengembangan obyek dan 

destinasi wisata serta dimensi 

pengembangan Sumber Daya 

Manusia (Santoso et al., 2021) 

3. Kurangnya anggaran untuk 

menyediakan sarana prasarana 

dan fasilitas penunjang pariwisata 

saat dilakukan kajian pengenai 

pengembangan dimensi sarana 

prasarana (Santoso et al., 2021). 

4. Kurangnya keseriusan pemerintah 

dalam hal pengembangan sumber 

daya manusia pengelola 

pariwisata dan kurangnya langkah 

konkret dalam pengembangan 

pariwisata yang diwujudkan 

dengan tindakan nyata (Irwansyah 

& Zaenuri, 2021). 

5. Kurangnya peran serta 

masyarakat dalam hal promosi 

dan menjaga keamanan dengan 

tujuan untuk memberikan 

kenyamanan bagi pengunjung 

(Nirwana & Mistar, 2022). 

6. Kurangnya partisipasi dari pelaku 

industri pariwisata di Aceh 

(Maulida, 2019). 

Berdasarkan kelemahan tersebut, maka 

perlu dilakukan pengkajian dalam hal 

pengembangan wisata yakni dengan 

cara melakukan akselerasi dengan 

melibatkan masyarakat sekitar. Untuk 

melakukan pelibatan masyarakat dalam 

hal pengembangan pariwisata masih 

terdapat kelemahan yakni kurangnya 

peran masyarakat khususnya generasi 

muda dalam hal ekspresi budaya 

tradisional karena kurangnya anggaran, 

pelestarian ekspresi budaya tradisional 

justru dilakukan oleh lembaga adat di 

Aceh (Yulia, 2019). Adanya kondisi 

kurangnya peran serta masyarakat 

dalam ekspresi budaya, dapat 

ditindaklanjuti dengan upaya Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

Aceh dalam hal keragaman budaya 

sehingga memperoleh penghargai 

sebagai Kantor Wilayah Kementerian 

dengan Indeks Penerimaan Umat 

Beragama terhadap Keragaman Budaya 

Tertinggi pada tahun 2023  (Yahya, 

2023). Dengan adanya penghargaan 

tersebut, maka dapat diketahui bahwa 

Kanwil Kementerian Agama Provinsi 

Aceh mempunyai komitmen yang tinggi 

dalam hal penerimaah umat beragama 

dalam keragaman budaya, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

Aceh sudah mempunyai tingkat 

toleransi yang tinggi dalam menyikapi 

keragaman budaya dan agama.  

Menyikapi adanya potensi daerah, 

budaya dan sistem sosial yang sudah 

tertata khususnya dalam hal toleransi 

dan kerjasama antar umat beragama, 

maka perlu untuk menciptakan strategi 

guna melakukan pengembangan wisata 

berbasis potensi daerah dan budaya 

dengan prinsip moderasi dan 
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pengembangan UMKM untuk 

meningkatkan ekonomi masyarakat. 

Adanya inisiasi untuk menciptakan 

strategi guna pengembangan wisata 

berbasis potensi daerah dan budaya 

dengan prinsip moderasi dan 

pengembangan UMKM, maka perlu 

dilakukan identifikasi masalah guna 

mencari akar masalah sebagai dasar 

pembuatan strategi. Adapun identifikasi 

masalah yang muncul dari kondisi 

faktual pengembangan pariwisata di 

Provinsi Aceh adalah sebagai berikut. 

1. Minimnya pemahaman 

masyarakat mengenai 

pengembangan wisata khususnya 

wisata halal. Adapun akar 

masalah yang menjadi penyebab 

timbulnya masalah tersebut 

adalah sebagai berikut. 

a. Kurangnya sosialisasi pada 

masyarakat mengenai wisata 

halal dan keuntungannya. 

b. Kurangnya edukasi pada 

masyarakat mengenai wisata 

halal. 

2. Kurangnya kualitas sumber daya 

manusia bagi aparatur yang 

melakukan pengelolaan wisata 

halal. Akar masalah dari 

permasalahan tersebut adalah 

sebagai berikut. 

a. Kurangnya pengembangan 

sumber daya manusia 

pengelola wisata halal di 

Provinsi Aceh. 

b. Tidak adanya evaluasi 

mengenai kualitas sumber 

daya manusia pengelola 

wisata halal di Provinsi Aceh. 

c. Kurangnya anggaran untuk 

melakukan pengembangan 

sumber daya manusia. 

3. Kurangnya anggaran untuk 

menyediakan sarana prasarana 

dan fasilitas penunjang 

pariwisata. Akar masalah untuk 

permasalahan tersebut adalah 

sebagai berikut. 

a. Kurangnya analisa mengenai 

arti penting sarana prasarana 

dan fasilitas penunjang 

pariwisata. 

b. Sulitnya mengusulkan 

pengadaan sarana prasarana 

dan fasilitas penunjang 

pariwisata karena adanya 

kebutuhan pemerintah lain 

yang lebih penting. 

4. Kurangnya keseriusan pemerintah 

dalam hal pengembangan langkah 

konkret dalam pengembangan 

pariwisata. Adapun akar 

masalahnya adalah sebagai 

berikut. 

a. Pemerintah belum menilai 

potensi wisata sebagai potensi 

penting yang dapat 

meningkatkan perekonomian 

masyarakat. 

b. Kurang detailnya rencana 

untuk melakukan 

pengembangan pariwisata 

halal sesuai dengan potensi 

dan budaya. 

5. Kurangnya peran serta 

masyarakat dalam hal promosi 
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dan menjaga keamanan dengan 

tujuan untuk memberikan 

kenyamanan pengunjung. Akar 

masalah untuk permasalahan ini 

adalah sebagai berikut. 

a. Kurangnya peluang yang 

diberikan oleh pemerintah 

dalam hal partisipasi 

masyarakat. 

b. Kurangnya kepedulian 

masyarakat dalam 

pengembangan wisata halal 

oleh pemerintah daerah Aceh  

6. Kurangnya partisipasi dari pelaku 

industri pariwisata halal di Aceh 

halal. 

a. Kurangnya kepedulian pelaku 

industry dalam program 

wisata halal. 

Berdasarkan pada uraian akar masalah 

tersebut, maka dapat diilustrasikan 

dengan menggunakan fish bone 

diagram sebagai berikut; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan identifikasi masalah maka 

rumusan masalah yang akan diangkat 

pada kajian ini adalah pembuatan 

strategi untuk melakukan akselerasi 

pengembangan wisata halal berbasis 

potensi daerah dan budaya Aceh dengan 

prinsip moderasi dan pengembangan 

UMKM. Penggunaan potensi daerah 

sebagai salah satu variable dalam 

pengembangan wisata halal karena 

Provinsi Aceh merupakan provinsi 

dengan kaya potensi baik potensi alam, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Fish Bone Diagram 
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 kuliner dan lainnya, disamping 

kekayaan budaya Aceh yang 

beranekaragam. Disisi lain, dengan 

terpilihnya Kanwil Kementerian Agama 

Provinsi Aceh sebagai peraih Indeks 

Penerimaan Umat Beragama terhadap 

Keragaman Budaya Tertinggi pada 

tahun 2023, maka hal tersebut 

merupakan prestasi masyarakat Aceh 

dalam hal menjaga toleransi dalam 

keragaman. Tujuan akhir dalam hal 

pengembangan wisata halal adalah 

pengembangan UMKM karena 

pariwisata akan meningkatkan peran 

masyarakat khususnya dalam hal 

ekonomi dalam bentuk pengembangan 

UMKM. Dengan demikian, untuk 

mewujudkan pengembangan wisata 

halal tersebut dibutuhkan strategi 

sehingga dapat mengkolaborasikan 

seluruh variable tersebut dalam sebuah 

perencanaan pengembangan wisata 

yang sesuai untuk daerah Aceh. 

Adapun tujuan dilakukan 

pengembangan wisata halal adalah 

untuk mengembangkan strategi untuk 

melakukan akselerasi pengembangan 

wisata halal berbasis potensi daerah dan 

budaya Aceh dengan prinsip moderasi 

dan pengembangan UMKM.  

Manfaat dilakukan kajian 

pengembangan wisata halal adalah 

sebagai berikut. 

1. Manfaat teoritis  

Hasil kajian ini dapat memberikan 

kontribusi pada bidang ilmu 

pengetahuan khususnya 

pengembangan wisata halal yang 

sedang gencar dilaksanakan di 

Aceh sebagai bentuk 

pengembangan potensi wisata 

sesuai dengan budaya Aceh yang 

Islami. 

2. Manfaat praktis  

Hasil kajian ini di dapat 

memberikan kontribusi pada 

pencarian solusi mengenai 

akselerasi pengembangan wisata 

halal di Aceh yang masih 

mempunyai kendala khususnya 

dalam hal pemberdayaan potensi 

daerah, budaya, nilai moderasi 

dan pengembangan UMKM. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Kajian ini dilakukan dengan 

menggunakan grand theory yakni teori 

organisasi, sedangkan middle theory 

yang digunakan adalah teori 

governance dan applied theory berupa 

collaborative governance. Teori 

organisasi menguraikan tentang ilmu 

yang mempelajari struktur dan desain 

organisasi. Teori organisasi mempunyai 

fokus pada perilaku organisasi dan 

keefektifan organisasi (Stephen P 

Robbins & Judge, 2018). Menguraikan 

mengenai perilaku organisasi tidak 

dapat dipisahkan dari tata pemerintahan 

atau governance yakni tata 

pemerintahan dalam penggunaan 

wewenang ekonomi, politik dan 

administrasi dalam melakukan 

pengelolaan urusan negara yang 

mencakup seluruh mekanisme, proses 

dan lembaga sehingga masyarakat dan 

kelompok masyarakat dapat 

menyampaikan kepentingannya dengan 
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menggunakan hak hukum, memenuhi 

kewahjiban dan menjembatani 

perbedaan (Sedarmayanti & Aziz, 

2020). 

Untuk menerapkan konsep governance 

dibutuhkan 5 (lima) aspek yakni sebagai 

berikut. 

1. Mengacu pada seperangkat 

institusi dan aktor dari pemerintah 

maupun non pemerintah. 

2. Melakukan identifikasi atas 

kaburnya batas dan 

tanggungjawab dalam hal 

pencarian solusi masalah sosial 

dan ekonomi. 

3. Melakukan identifikasi 

keterkaitan kekuatan dalam 

hubungan antar lembaga yang 

terlibat. 

4. Merupakan jaringan actor 

pemerintahan yang mempunyai 

otonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mengakui adanya kapasitas dalam 

hal penyelesaian suatu masalah 

yang tidak hanya bertumpu pada 

kekuatan atau otoritas pemerintah 

(Ulum & Ngindana, 2017). 

Pada upaya untuk melakukan tata 

pemerintahan dibutuhkan pelibatan 

aktor lain yakni pihak swasta dan 

masyarakat dalam bentuk collaborative 

governance (Ansell & Alison, 2008). 

Collaborative governance merupakan 

proses kerjasama dengan 

mengkolaborasikan keterlibatan state 

actor dan non state actor yang 

mempunyai kepentingan masing-

masing dalam proses pembuatan 

kebijakan (Garvera et al., 2021). Untuk 

melakukan kolaborasi dengan non state 

actor ditemukan suatu tahapan model 

kolaborasi untuk menjadi strategi dalam 

pengelolaan urusan publik, sebagai 

berikut;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Model Collaborative Governance Ansel & Gash 

Sumber : Islamy (2018) 
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Kajian ini dilakukan karena adanya 

inisiasi dan kebutuhan untuk 

mengembangkan pariwisata halal pada 

daerah Aceh yang mempunyai budaya 

Islami. Pembangan wisata halal sudah 

dilakukan pada masing-masing daerah, 

namun pengembangan tersebut belum 

optimal karena kurangnya partisipasi 

masyarakat dan kurangnya perencanaan 

detail untuk mengembangkan 

pariwisata tersebut. Hal ini 

sebagaimana hasil kajian yang 

dilakukan oleh Ramadani & Navia 

(2019) pengembangan wisata dilakukan 

sesuai potensi daerah, missal 

pengembangan wisata mangrove di 

Langsa. Pengembangan wisata juga 

dapat dilakukan dengan pengembangan 

manajemen masjid berbasis ekonomi 

karena masyarakat Aceh sangat identik 

dengan kegiatan kemasjidan (Amri et 

al., 2022).  

Kajian tersebut sejalan dengan Abidin et 

al., (2012) pengembangan kawasan 

wisata minapolitan untuk daerah 

perikanan di Aceh Besar, Bireun, Aceh 

Jaya namun pengelolaan wisata tersebut 

belum maksimal karena belum adanya 

perencanaan pengembangan wisata 

minapolitan dengan detail. Perencanaan 

pembangunan wisata dapat dilakukan 

dengan mendetailkan program 

kepariwisataan yang merupakan 

panduan rencana, investasi, 

pengendalian rencana dalam 

pelaksanaan pengambangan dan 

evaluasi (Bahrudin, 2017). 

Pengembangan wisata halal yang 

dilakukan branding oleh Pemerintah 

Aceh perlu dilakukan perencanaan dan 

pengembangan konsep halal yang lebih 

konkret dengan menerbitkan grand 

design sehingga arah kebijakan wisata 

halal semakin nyata (Saleh & Anisah, 

2019). Pengembangan wisata tidak 

hanya membutuhkan dokumen 

perencanaan tetapi pendampingan 

masyarakat sekitar daerah wisata 

sehingga dapat meningkatkan 

kemandirian dan inovasi serta peran 

(Arsyad et al., 2024). Untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat 

maka dibutuhkan implementasi 

collaborative governance, namun pada 

kajian yang dilakukan oleh Garvera et 

al., (2021) hambatan implementasi 

collaborative governance adalah 

kurangnya komitmen, kurangnya 

informasi dan masih adanya struktur 

organisasi dengan hirarki mendominasi 

yang dimiliki oleh state actor. 

 

METODE 

Kajian ini dilakukan dengan 

menggunakan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Sumber data yang 

digunakan adalah data primer dan 

sekunder. Sumber data primer adalah 

data yang diperoleh langsung dari 

lapangan yakni berupa hasil Focus 

Group Discussion (FGD) yang terdiri 

dari pengambil keputusan untuk 

pengembangan wisata halal yakni 

Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas 

Koperasi dan UMKM, Kakanwil 

Kementerian Agama Provinsi Aceh, 

Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil 

Kementerian Agama Provinsi Aceh, 
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Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), 

Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta 

ketua paguyupan pelaku industry 

periwisata. Adapun data sekunder yang 

digunakan adalah dokumen atau laporan 

BPS, jurnal dan referensi pendukung 

lainnya. Keabsahan data dilakukan 

dengan menggunakan analisis sumber. 

Data dianalisa dengan menggunakan 

analisis SWOT dan ditelaah dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis SWOT Akselerasi 

Pengembangan Wisata Halal 

Berbasis Potensi Daerah dan Budaya 

dengan Prinsip Moderasi dan 

Pengembangan UMKM. 

Analisis SWOT dilakukan 

dengan mengakomodir inspirasi 

stakeholder yang menghadiri Focus 

Group Discussion (FGD) dalam acara 

akselerasi pengembangan wisata halal 

berbasis potensi daerah dan budaya 

dengan prinsip moderasi dan 

pengembangan UMKM.  

Adapun peserta berjumlah 40 

(empat puluh) orang. Adapun hasil 

identifikasi dan penghitungan adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Faktor internal  

Tabel 1. Matrix Internal Factor 

Evaluation (IFE Matrix) 

 

Sumber: Hasil penghitungan IFE 

Matrix (2024) 
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2. Faktor eksternal 

Tabel 2. Matrix External Factor 

Evaluation (EFE Matrix) 

 
 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pada hasil penghitungan 

tersebut maka dapat ditentukan 

kuadran: X = 2,6 – 1,8 = 0,8 dan Y = 2 

– 2,6 = -0,6. Berdasarkan hasil 

penghitungan untuk menentukan sumbu 

X dan Y, maka strategi yang akan 

digunakan dalam implementasi 

kebijakan ini terletak pada kuadran 2. 

Kuadran 2 merupakan kuadran yang 

mendeskripsikan bahwa kekuatan 

digunakan untuk menghindari ancaman 

(Rangkuti & Kurniawan, 2022).  

 

Gambar 1. Kuadran Matriks Analysis 

SWOT 

Dengan demikian, maka diperlukan 

strategi sehingga dapat menggunakan 

seluruh potensi berupa kekuatan untuk 

mencapai peluangnya. Stable Growth 

Strategi dalam menentukan strategi 

perkembangan dapat dilakukan dengan 

menggunakan analisis SWOT (Syafa’at 

& Wahid, 2020).  
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Tabel 3. Matrik IFAS-EFAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. Strategi Prioritas 
Kekuatan (Strength) 

1. Adanya Potensi alam Aceh 
2. Adanya potensi buatan Aceh 
3. Adanya Budaya Islami masyarakat 
4. Masyarakat mempunyai moderasi agama tinggi 
5. Adanya aturan daerah (Qanun) 
6. Adanya anggaran yang dialokasikan 
7. Adanya kekayaan adat istiadat Aceh 
8. Adanya produk asli Aceh 
9. Adanya konsep pengembangan budaya 
10. Adanya kekayaan alam Aceh 

Ancaman (Threat) 
1. Wisata halal tidak mempunyai konsep yang jelas 
2. Masyarakat tidak peduli dengan pembangunan wisata halal 
3. Jumlah wisatawan stagnan 
4. Potensi wisata tidak berkontribusi dengan perekonomian Aceh 
5. Potensi wisata tidak berkontribusi pada pendapatan daerah. 
6. Aceh tidak dikenal sebagai Kawasan wisata. 
7. Budaya Aceh tidak dikenal 
8. Aceh masih dikenal sebagai daerah dengan moderasi rendah. 
9. Pariwisata halal tidak dikenal 
10. Branding pariwisata halal tidak berhasil  

Alternatif Strategi S-T 
1. Pembuatan analisa wisata halal, pengelolaannya, dan tujuannya. 
2. Meningkatkan kepedulian masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat pada pengembangan wisata halal. 
3. Melakukan identifikasi potensi Aceh yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dikembangkan. 
4. Melakukan analisa dan pembuatan grand desain wisata halal untuk seluruh potensi dan budaya Aceh. 
5. Melakukan promosi wisata halal dan keunikannya. 

Kekuatan (Strength) 
1. Adanya Potensi alam Aceh 
2. Adanya potensi buatan Aceh 
3. Adanya Budaya Islami masyarakat 
4. Masyarakat mempunyai moderasi agama tinggi 
5. Adanya aturan daerah (Qanun) 
6. Adanya anggaran yang dialokasikan 
7. Adanya kekayaan adat istiadat Aceh 
8. Adanya produk asli Aceh 
9. Adanya konsep pengembangan budaya 
10. Adanya kekayaan alam Aceh 

Kesempatan (Opportunity) 
1. Meningkatnya jumlah wisatawan 
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat 
3. Majunya UMKM 
4. Majunya pariwisata halal 
5. Potensi Aceh dikelola dengan optimal 
6. Terkenalnya produk Aceh 
7. Aceh menjadi destinasi wisata 
8. Terdapatnya moderasi dalam hal ekonomi 
9. Terkenalnya budaya Islami Aceh 
10. Pendapatan daerah Aceh meningkat 

Alternatif Strategi S-O 
1. Melakukan identifikasi potensi pada seluruh daerah Aceh 
2. Pembuatan aturan (Qanun) sesuai dengan perencanaan pembangunan wisata halal. 
3. Pembuatan perencanaan jangka pendek, menengah dan Panjang. 
4. Melakukan kerjasama dalam hal pengembangan wisata halal dengan seluruh umat beragama. 
5. Melakukan identifikasi adat istiadat dan budaya Aceh 
6. Pengembangan UMKM sesuai potensi daerah 

Kelemahan (Weakness) 
1. Rendahnya kualitas SDM pengelola wisata 
2. Kurangnya sarana prasarana wisata 
3. Belum adanya perencanaan konkret 
4. Kurangnya peran masyarakat  
5. Kurangnya inovasi pengembangan wisata halal 
6. Kurangnya kesempatan partisipasi  masyarakat. 
7. Kurangnya analisa pengembangan potensi daerah 
8. Kurangnya kuantitas SDM pengelola wisata 
9. Tidak ada kolaborasi antar lembaga pengembang wisata 
10. Kurangnya pemahaman pelaku industry pariwisata Aceh 

Ancaman (Threat) 
1. Wisata halal tidak mempunyai konsep yang jelas 
2. Masyarakat tidak peduli dengan pembangunan wisata halal 
3. Jumlah wisatawan stagnan 
4. Potensi wisata tidak berkontribusi dengan perekonomian Aceh 
5. Potensi wisata tidak berkontribusi pada pendapatan daerah. 
6. Aceh tidak dikenal sebagai Kawasan wisata. 
7. Budaya Aceh tidak dikenal 
8. Aceh masih dikenal sebagai daerah dengan moderasi rendah. 
9. Pariwisata halal tidak dikenal 
10. Branding pariwisata halal tidak berhasil  

Alternatif Strategi W-T 
1. Peningkatan kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan masing-masing wisata yang akan dikembangkan. 
2. Pengembangan inovasi berdasarkan potensi Aceh. 
3. Peningkatan partisipasi masyarakat pada pengelolaan wisata halal  
4. Melakukan analisa peluang ekonomi dari pengembangan wisata halal 
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Kelemahan (Weakness) 
1. Rendahnya kualitas SDM pengelola wisata 
2. Kurangnya sarana prasarana wisata 
3. Belum adanya perencanaan konkret 
4. Kurangnya peran masyarakat  
5. Kurangnya inovasi pengembangan wisata halal 
6. Kurangnya kesempatan partisipasi  masyarakat. 
7. Kurangnya analisa pengembangan potensi daerah 
8. Kurangnya kuantitas SDM pengelola wisata 
9. Tidak ada kolaborasi antar lembaga pengembang wisata 
10. Kurangnya pemahaman pelaku industry pariwisata Aceh 

Kesempatan (Opportunity) 
1. Meningkatnya jumlah wisatawan 
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat 
3. Majunya UMKM 
4. Majunya pariwisata halal 
5. Potensi Aceh dikelola dengan optimal 
6. Terkenalnya produk Aceh 
7. Aceh menjadi destinasi wisata 
8. Terdapatnya moderasi dalam hal ekonomi 
9. Terkenalnya budaya Islami Aceh 
10. Pendapatan daerah Aceh meningkat 

 

Alternatif Strategi W-O 
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dalam pengelolaan wisata. 
2. Identifikasi kebutuhan sarana prasarana wisata. 
3. Identifikasi peran masyarakat yang dapat ditawarkan pemerintah. 
4. Membuat regulasi dalam implementasi collaborative governance. 
5. Sosialisasi wisata halal dan keutamaannya pada seluruh pelaku industry dan masyarakat. 
6. Membuat forum komunikasi pengembangan wisata halal. 

Sumber: Olah data (2024) 

 

Pilihan Alternatif Kebijakan 

Berdasarkan penghitungan dengan 

menggunakan SWOT dan matrik IFAS 

EFAS, maka dapat diketahui bahwa dari 

penghitungan tersebut terdapat pilihan 

atau alternatif strategi yang dapat 

digunakan yakni S-T,  S-O, W-T dan W-

O. Pilihan strategi tersebut diurutkan 

berdasarkan skala prioritas yang 

diperoleh dari hasil pengisian responden 

pada saat FGD pengembangan wisata 

halal.  

Menurut alternatif strategi yang paling 

prioritas berdasarkan matrik IFAS dan 

EFAS adalah strategi strength-threat 

yakni strategi yang menggunakan 

potensi berupa kekuatan untuk 

meminimalisir terjadinya ancaman 

dalam pengembangan wisata halal. 

Adapun rangkaian strategi yang dapat 

diimplementasikan pada kajian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Pembuatan analisa wisata halal, 

pengelolaannya, dan tujuannya. 

Untuk melakukan pengembangan 

wisata halal, harus dilakukan 

analisa mengenai konsep wisata 

halal melalui pembuatan grand 

desain. Selanjutnya untuk 

melakukan perencanaan yang 

konkret pada pengembangan wisata 

halal maka perlu dilakukan 

pengelolaan yang terbagi menjadi 4 

(empat) tahap yakni perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan 

evaluasi, yakni sebagai berikut. 

a. Perencanaan  

Pada tahap perencanaan, perlu 

dilakukan identifikasi potensi 

Aceh baik potensi alam maupun 

potensi buatan yang dapat 

dikembangkan sebagai destinasi 

wisata. Potensi tersebut ditelaah 

dari sisi kekayaan ekonomis 

yang dapat dikelola dan 

dikembangkan oleh pemerintah 

bekerjasama dengan 

masyarakat. Selain melakukan 

identifikasi potensi, juga 

dilakukan identifikasi budaya 

dan adat istiadat yang dapat 

dikembangkan sebagai 

pertunjukan wisata. Disisi lain, 

untuk melakukan perencanaan 

perlu dilakukan observasi 

mengenai potensi UMKM yang 

berkembang pada kawasan 

wisata halal khususnya dalam 
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hal memanfaatkan potensi 

daerah dan budaya.  

Perencanaan yang dilakukan 

tidak hanya merencanakan 

program wisata halal tetapi juga 

anggaran yang dibutuhkan 

untuk mendukung pengelolaan 

wisata halal, termasuk juga 

melakukan pemenuhan 

kebutuhan sarana prasarana dan 

fasilitas pengembangan wisata.  

Pada pembuatan perencanaan, 

perlu melakukan sinkronisasi 

antara perencanaan jangka 

pendek, menengah dan panjang. 

Perencanaan yang berkelanjutan 

akan mempermudah 

mewujudkan program wisata 

halal. Disisi lain, dalam 

melakukan perencanaan perlu 

melakukan sinergi dengan 

seluruh stakeholder lain. 

b. Pengorganisasian  

Pengorganisasian dilakukan 

dengan melakukan penentuan 

tugas masing-masing instansi 

dan lembaga yang berperan 

pada pengembangan wisata 

halal. Pengorganisasian 

dilakukan untuk pembagian 

tugas dalam pengembangan 

wisata halal sehingga 

perencanaan yang telah dibuat 

dapat diimplementasikan 

dengan potensi SDM dan 

standar sesuai peraturan. 

c. Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, seluruh 

perencanaan diimplementasikan 

dengan tindakan konkret 

sehingga konsep perencanaan 

wisata halal dapat 

direalisasikan.  

d. Evaluasi  

Pada tahap evaluasi dilakukan 

dengan menilai kinerja yakni 

membandingkan antara 

perencanaan dengan realisasi 

pengembangan wisata halal.  

Pengelolaan wisata halal yang 

akan diimplementasikan sesuai 

dengan kajian yang dilakukan 

oleh Kuswandi (2020) bahwa 

untuk mencapai keberhasilan 

dalam pembangunan pariwisata 

perlu melakukan identifikasi 

potensi wisata, penetapan 

destinasi wisata unggulan, 

perumusan Rencana Induk 

Pembangunan Pariwisata Daerah, 

pelibatan stakeholder, 

pembangunan sarana prasarana, 

promosi wisata, menjalik 

kemitraan dan peningkatan 

sumber daya manusia. 

2. Meningkatkan kepedulian 

masyarakat melalui peningkatan 

peran serta masyarakat pada 

pengembangan wisata halal. 

Untuk meningkatkan kepedulian 

masyarakat dalam hal 

pembangunan wisata, tidak dapat 

dilepaskan dari peran 

stakeholder. Adapun strategi 

pemerintah daerah dalam hal 

meningkatkan peran serta 

masyarakat adalah melalui 

collaborative governance.  
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Implementasi collaborative 

governance sebagaimana 

diungkapkan oleh Islamy (2018) 

dapat dideskripsikan dalam 

implementasi kajian sebagai 

berikut. 

a. Dialog tatap muka  

Komunikasi merupakan dasar 

dari adanya collaborative 

governance, hal ini 

disebabkan collaborative 

governance merupakan upaya 

yang dilakukan pemerintah 

untuk menjaring aspirasi, 

pemikiran dan keterlibatan 

aktif masyarakat dan swasta 

untuk membuat kebijakan. 

Dengan demikian dibutuhkan 

banyak tatap muka dan dialog 

sehingga stakeholder 

eksternal yakni masyarakat 

dan swasta tidak hanya 

dilibatkan ketika tahap 

perencanaan, tetapi juga pada 

tahap implementasi dan 

evaluasi. Pelibatan 

masyarakat bukan hanya 

formalitas untuk 

menggugurkan perencanaan 

partisipatif tetapi digunakan 

untuk stabilitas pembuatan 

kebijakan yang tidak hanya 

didominasi oleh pemerintah. 

Hal ini sebagaimana kajian 

yang dilakukan oleh 

Rakhmadani (2021) bahwa 

pemberdayaan masyarakat 

untuk pembangunan wisata 

dilakukan dengan beberapa 

kegiatan yakni survey dan 

penggalian potensi, 

penyusunan program dan 

identifikasi masalah, 

sosialisasi program berbasis 

pendekatan, pembangunan, 

pelatihan dan pendampingan 

wisata serta monitoring 

evaluasi. 

Adapun implementasi 

pemberdayaan masyarakat 

untuk akselerasi 

pengembangan wisata halal 

berbasis potensi daerah dan 

budaya dengan prinsip 

moderasi dan pengembangan 

UMKM adalah sebagai 

berikut; 

Table 5. Pemberdayaan Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pada uraian pemberdayaan 

masyarakat sebagaimana pada Tabel 5, 
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maka pemberdayaan masyarakat akan 

termonitor dengan baik. 

b. Membangun kepercayaan 

Pada implementasi collaborative 

governance sering terjadi saling curiga 

antar stakeholder, dengan demikian 

rasa curiga tersebut harus dijembatani 

dengan menggunakan komunikasi, 

negosiasi, diskusi dan kolaborasi. 

Dengan demikian adanya rasa 

egosentrisme antar stakeholder dapat 

diminimalisir dan meningkatkan 

kepercayaan antar stakeholder bahwa 

tujuan dibuatnya pengembangan wisata 

bukan hanya untuk keuntungan satu 

pihak tetapi untuk pemerintah dan 

masyarakat serta swasta. 

c. Komitmen terhadap proses 

Komitmen selalu berkorelasi dengan 

proses kolaborasi. Komitmen dinilai 

sebagai motivasi untuk partisipasi 

dalam collaborative governance. Untuk 

meningkatkan komitmen dibutuhkan 

pimpinan yang selalu memberikan 

motivasi dan menyadarkan pada 

stakeholder bahwa pengembangan 

wisata adalah untuk kemajuan Provinsi 

Aceh dan masyarakat yang diikuti 

dengan pemberian keteladanan. 

d. Pemahaman Bersama 

Pemahaman bersama perlu dilakukan 

untuk meningkatkan partisipasi aktif 

seluruh stakeholder yang terlibat pada 

collaborative governance. Pemahaman 

diciptakan dengan memberikan 

pengetahuan capaian apa yang akan 

diperoleh jika program pengembangan 

wisata halal dapat dilaksanakan melalui 

kolaborasi yakni adanya pengembangan 

potensi daerah dan budaya sehingga 

UMKM dan moderasi berkembang 

karena dalam pengembangan suatu 

program membutuhkan kolaborasi dari 

seluruh masyarakat tanpa membedakan 

ras, suku dan agama. 

e. Hasil sementara 

Hasil sementara merupakan hasil yang 

dicapai sebagai wujud kolaborasi dalam 

bentuk output dan outcome. Hasil 

tersebut dapat dilakukan evaluasi 

Bersama untuk meningkatkan 

implementasi program tahap 

selanjutnya. 

3. Melakukan identifikasi potensi 

Aceh yang mempunyai nilai 

ekonomis dan dapat 

dikembangkan. 

Setelah melakukan analisa dan 

pengelolaan wisata halal 

sebagaimana telah diuraikan 

diatas bahwa pengelolaan 

meliputi implementasi fungsi 

manajemen dan membangun 

partisipasi masyarakat, maka 

tahap selanjutnya adalah 

melakukan identifikasi potensi 

yang ada pada masing-masing 

daerah secara detail. Identifikasi 

potensi dilakukan dengan 

melakukan pendataan atas potensi 

alam, potensi buatan, produk asli 

daerah, budaya yang mempunyai 

nilai ekonomis sehingga dapat 

dilakukan kajian atas potensi 

tersebut. Hal tersebut 

sebagaimana kajian yang 

dilakukan oleh Marliani et al., 

(2022) bahwa potensi wisata 
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perlu dilakukan penataan 

sehingga dapat dikembangkan 

dengan optimal khususnya dalam 

hal dampak ekonomis dari adanya 

wisata tersebut. 

4. Melakukan analisa dan 

pembuatan grand desain wisata 

halal untuk seluruh potensi dan 

budaya Aceh. 

Untuk mengembangkan wisata 

halal tidak hanya membutuhkan 

perencanaan jangka pendek, 

menengah dan panjang serta 

pelibatan masyarakat, tetapi 

pengembangan wisata halal harus 

dilengkapi dengan grand desain 

sehingga pengembangan tersebut 

diperoleh kajian dari sisi ilmu 

pengetahuan. Analisa ini perlu 

dilakukan karena untuk 

melakukan pengembangan wisata 

diperlukan strategi yang 

membutuhkan dukungan dari 

sektor politik, ekonomi, sosial, 

teknologi, lingkungan dan 

regulasi. Hal tersebut 

disampaikan pula dalam kajian 

Fasa et al., (2022) bahwa 

pengembangan wisata merupakan 

program berkesinambungan 

sehingga membutuhkan 

dukungan dari berbagai sektor 

secara simultan. 

5. Melakukan promosi wisata halal 

dan keunikannya. 

Untuk melakukan pengembangan 

wisata dibutuhkan promosi wisata 

baik yang dilakukan secara 

konvensional maupun online. 

Promosi tersebut fungsinya 

adalah memberikan informasi 

mengenai keberadaan suatu 

destinasi wisata, potensi daerah 

yang dapat diperoleh dari 

kunjungan wisata, budaya yang 

dapat dilihat dna dinikmati, 

produk yang dapat dibeli dan 

nilai-nilai historis dan nilai sosial 

lainnya yang dapat diperoleh 

wisatawan.  Promosi yang kurang 

berdampak pada kurangnya 

informasi yang diberikan pada 

calon wisatawan baik wisatawan 

nasional maupun mancanegara. 

Berdasarkan pada upaya pencapaian 

strategi tersebut, maka dapat diketahui 

bahwa untuk mewujudkan strategi perlu 

dilakukan analisa, perencanaan konkret 

dan pelibatan masyarakat. 

 

KESIMPULAN 

Adapun Kesimpulan dalam kajian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Pengembangan wisata halal di 

Provinsi Aceh dilakukan dengan 

strategi memperkuat potensi 

yakni berupa kekuatan atau 

strength untuk meminimalisir 

terjadinya ancaman. Dengan 

demikian, potensi internal untuk 

pengembangan wisata yang 

meliputi potensi, budaya Islami, 

moderasi beragama, aturan daerah 

(qanun), anggaran, adat istiadat, 

produk asli daerah, konsep 

pengembangan budaya dan 

kekayaan alam harus 

diidentifikasi dan dianalisa 
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sehingga pengembangan wisata 

dapat dilakukan tepat sasaran. 

2. Strategi strength-threat 

diimplementasikan dengan 

pembuatan analisa wisata halal, 

pengelolaan dan tujuannya, 

peningkatan peran serta 

masyarakat dan swasta, 

identifikasi potensi pada masing-

masing daerah, pembuatan grand 

desain dan melakukan promosi 

wisata. Disisi lain, untuk 

melakukan pengembangan wisata 

halal juga dibutuhkan dukungan 

dari sektor politik, ekonomi, 

sosial, teknologi, lingkungan dan 

regulasi secara simultan karena 

pengembangan wisata halal 

tersebut tidak dapat dilakukan jika 

ada beberapa sektor yang tidak 

memberikan dukungan. 

Kajian ini direkomendasikan pada 

beberapa pihak berikut. 

1. Gubernur  

Pengembangan wisata halal 

merupakan keunikan dari Provinsi 

Aceh karena pariwisata identik 

dengan aktivitas bersenang-

senang yang sering kali 

melupakan nilai agama dan 

budaya, namun pada Provinsi 

Aceh aktivitas wisata dikemas 

dengan sentuhan nilai agama dan 

budaya. Gubernur Aceh harus 

dapat mensinergikan seluruh 

instansi publik yang ada di 

Provinsi Aceh, instansi swasta dan 

masyarakat serta organisasi 

masyarakat untuk saling 

berpartisipasi dalam 

pengembangan wisata halal sesuai 

dengan bidang kerja pada masing-

masing instansi dan kegiatan 

masyarakat lainnya. Untuk 

melakukan pengembangan wisata 

halal, Gubernur Aceh harus 

mempunyai komitmen yang 

diwujudkan pada keterlibatan 

langsung pada saat penyusunan 

dokumen perencanaan baik 

jangka pendek, menengah dan 

panjang.  Disisi lain, Gubernur 

Aceh harus dapat mensinergikan 

seluruh bupati dan walikota untuk 

melakukan pemberdayaan potensi 

wisata secara massif yang 

dilengkapi dengan penataan 

sektor politik, ekonomi, sosial, 

teknologi dan lingkungan serta 

regulasi. 

2. Bupati dan Walikota  

Seluruh bupati dan walikota yang 

ada di Provinsi Aceh harus 

bersinergi dengan program 

pemerintah provinsi khususnya 

dalam pengembangan wisata halal 

dari sektor politik, ekonomi, 

sosial, teknologi, lingkungan dan 

regulasi.  

3. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi 

Aceh  

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi 

Aceh harus dapat membuat grand 

desain untuk program wisata halal 

yang sudah dikomunikasikan 

dengan dinas pariwisata 

kabupaten/kota sehingga arah 

pengembangan wisata halal pada 
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Provinsi Aceh akan saling 

bersinergi dengan seluruh 

pengembangan wisata halal yang 

ada di kabupaten/kota. 

4. Kepala Dinas Koperasi dan 

UMKM Provinsi Aceh 

Kepala Dinas Koperasi dan 

UMKM Provinsi Aceh harus 

dapat mengembangkan grand 

desain mengenai peran UMKM 

dalam hal pengembangan wisata 

halal, produk dan usaha apa yang 

potensial dilakukan oleh 

masyarakat sehingga dapat 

meningkatkan perekonomian 

masyarakat dan pendapatan 

daerah. Untuk melakukan 

penjaringan aspirasi dari 

pengembangan UMKM tersebut 

maka dilakukan dengan 

peningkatan partisipasi 

masyarakat dan dinergi dengan 

pemerintah kabupaten/kota. 

5. Kepala Bappeda Provinsi Aceh 

Kepala Bappeda Provinsi Aceh harus 

dapat bersinergi dengan instansi publik 

yang lain dengan cara membentuk 

forum komunikasi pengembangan 

wisata halal pada Provinsi Aceh, 

tujuannya adalah perencanaan jangka 

pendek, menengah dan panjang yang 

dibuat oleh Bappeda sesuai dengan 

potensi dan kebutuhan masyarakat Aceh 

serta pemerintah Provinsi dan 

pemerintah kabupaten/kota. 
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